Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

1,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Menetapkan

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, dapat dirinci
sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp2.507.328.940.896,00
b. Belanja Daerah Rp3.139.553.076.358,00
Surplus/(Defisit) Rp(632.224.135.462,00)

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Rp 656.724.135.462,00
2. Pengeluaran Rp  24.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp632.224.135.462,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.
b.
C.

Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp507.831.238.896,00
Dana Perimbangan sejumlah Rp1.500.055.235.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp499.442.467.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a.
b.
C.

d.

Pajak Daerah sejumlah Rp364.124.200.000,00

Retribusi Daerah sejumlah Rp60.635.965.440,00

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp20.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sejumlah
Rp63.071.073.456,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:

a.
b.
g

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp1.101.900.369.000,00
Dana Alokasi Umum sejumlah Rp388.230.396.000,00
Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp9.924.470.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a.
b.
€.

d-

Pendapatan Hibah sejumlah Rp4.500.000.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp207.886.996.000,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp147.925.971.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
sejumlah Rp139.129.500.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.013.301.624.500,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp2.126.251.451.858,00



(2)

(1)

(3)

(1)

(2)

(3)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:

Belanja Pegawai sejumlah Rp788.568.381.500,00

Belanja Subsidj sejumlah Rp800.000.000,00

Belanja Hibah sejumlah Rp208.848.243.000,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp9.000.000.000,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/ kabupaten/kota dan Partai
Politik sejumlah Rp1.085.000.000,00

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah RpS.OO0.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp259.768.756.967,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp632.526.604.541,00

€. Belanja Modal sejumlah Rp1.233.956.090.350,00

®ao0op

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp656.724. 135.462,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp24.500.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran
sebelumnya sejumlah Rp656.724, 135.462,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumiah
Rp24.500.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk

membiayai keadaan darurat, sekurang-kurangnya memenuhi Kriteria sebagai

berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

C. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah; dan

d. memiliki dampak Yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan

dengan cara:

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atay
b. memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.
Pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang kriteria
belanjanya mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan



b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
¢. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup.
(5) Termasuk dalam Belanja Tidak Terduga adalah pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri:

1. Lampiran] Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran Il Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4.  Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan
Kegiatan;

S. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8.  Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

10. Lampiran X Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran ini.



Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan
operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd
SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A S

ﬂ
DAUD NRADE
NIP 19610806 199003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (11/2014)



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 19 Tahun 2014

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan
Tahun 2014 Nomor 19);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:
a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 507.831.238.896,00
2. Dana Perimbangan Rp 1.500.055.235.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp 499.442.467.000,00

Jumlah Pendapatan Rp 2.507.328.940.896,00

b. Belanja Daerah:
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai Rp 788.568.381.500,00
b) Belanja Subsidi Rp 800.000.000,00
c) Belanja Hibah Rp 208.848.243.000,00
d) Belanja Bantuan Sosial Rp 9.000.000.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan Rp 1.085.000.000,00
f) Belanja Tak Terduga Rp 5.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 1.013.301.624.500,00

2. Belanja Langsung:

a) Belanja Pegawai Rp 259.768.756.967,00
b) Belanja Barang dan Jasa I 622.526.604.541,00
c¢) Belanja Modal Rp 1.233.956.090.350,00
Jumlah Belanja Langsung Rp 2.126.251.451.858.,00
Total Belanja Rp 3.139.553.076.358,00
Surplus/Defisit Rp (632.224.135.462,00)
c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Rp 656.724.135.462,00

2. Pengeluaran Rp 24.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 632.224.135.462,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp NIHIL

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.



Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd
M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 30 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd
SAYID MN FADLI
BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP.19610806 199003 1 004
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